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ABSTRAK 

 
Pada saat pandemi seperti ini kartu kredit menjadi pilihan 

masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan, dengan didukung 

kemajuan teknologi yang terus berkembang masyarakat menuntut 

segala sesuatu yang serba cepat, mudah dan praktis. BSI Hasanah 

Card ialah biaya keterlambatan (late charge) yang diberikan kepada 

nasabah yang terlambat melakukan pembayaran tagihan kartu BSI 

Hasanah Card setelah jatuh tempo, biaya keterlamabatan ini telah 

diatur sesuai fatwa DSN-MUI yang berupa biaya Ta’widh. 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

(1) Bagaimana pelaksanaan penentuan denda keterlambatan 

(latecharge) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank 

Syariah Indonesia KCP Rajabasa (2) Bagaimana pelaksanaan 

penentuan denda keterlambatan (late charge)pada produk pembiayaan 

BSI Hasanah Card dalam tinjauan prespektif ekonomi islam. 

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

metode pengumpulan data dengan melalkukan observasi, wawancara, 

dokumentasi dan penarikan kesimpulan dengan analisa data yang 

bertujuan untuk meminimaliskan hasil olahan data agar mudah 

dipahami. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

denda keterlambatan pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card 

menggunakan skema Ta’widh yang dihitung secara harian atau bisa 

dikatakan dihitung berdasarkan waktu, tunggakan dihitung 30 hari 

sejak tanggal terbit penagihan dimulai dari hari pertama jatuh tempo 

sampai 149 hari akan dikenai biaya sebesar Rp 57.000,-  kemudian 

150 hari seterusnya selama nasabah belum juga melunasi tagihannya 

maka biaya keterlambatan akan terus  bertambah menjadi Rp 

150.000,-, dan biaya tersebut akan dialokasikan sebagai dana sosial. 

Dalam prespektif ekonomi islam, ta’widh sudah diatur dalam fatwa 

dewan syariah nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan pengenaan 

biaya ta’widh (ganti rugi) pada BSI Hasanah Card tidak bertentangan 

dengan firman Allah SWT, namun menurut peneliti bank belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan karna pihak bank dalam 

menentukan biaya ta’widh belum transparan kepada nasabah, 



iii 
 

 

pemegang kartu yang dikenakan biaya ini seharusnya mengetahui 

rincian-rincian biaya ta’widh yang telah dibayarkan, apabila dalam 

biaya ta’widh terdapat kelebihan dana atas kerugian riil bank maka 

sebaiknya pemegang kartu dapat mengetahui berapa besar dana yang 

akan dikelola untuk dana sosial. 

  

Kata Kunci : Denda Keterlambatan, Ta’widh, Kartu Kredit 

Syariah. 
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MOTTO 

                          

         

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah  sebahagian dari 

rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan. 

(Q.S Al-Mulk (67) : 15) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk lebih mudah memahami judul skripsi ini lebih lanjut, 

maka adanya penguraian arti dan maksut dari beberapa istilah terkait 

dengan penelitian ini. Adapun judul yang akan penulis bahas pada 

proposal ini yaitu “PELAKSANAAN PENENTUAN LATE 

CHARGE PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH 

CARD (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP 

Rajabasa)”.Berikut penjelasan arti setiap kata pada judul proposal 

tersebut: 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, 

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 

siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone 

dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne 

dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan.
1
 

 Late Charge atau denda keterlambatan adalah denda akibat 

keterlambatan pembayaran kewajiban tagihan kartu kredit syariah 

yang akan diakuiseluruhnya sebagai dana sosial. Denda ini 

dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi pemegang kartu yang 

terlambat membayar tagihan, yang bertujuan agar nasabah lebih 

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa 

denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan 

dan dibuat saat akad ditanda tangani.
2
 

Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
3
 

                                                             
 1 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.(Jakarta:PT. 

Raja Grafindo Persada 2002), 70. 

 2DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: CV. 

Gaung Persada, 2006),  99. 
3Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah(Bandung: Alfabeta, 

2012), 42. 
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BSI Hasanah Card adalah adalah alat pembayaran dengan 

menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, 

termasuk kegiatan pembelanjaan dan atau atas penarikan tunai, 

dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi dahulu oleh 

acquirer atau issuer (penerbit kartu), dan atas transaksi tersebut maka 

pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban 

pembayaran pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus 

maupun secara angsuran.
4
 

Jadi yang dimaksud dari judul “Pelaksanaan Penentuan Late 

Charge Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card (Studi Kasus 

Pada Bank Syariah IndonesiaKCP Rajabasa)” adalah untuk 

mengetahui mekanisme pemberlakuan dan tinjauan hukum ekonomi 

syariah atas Late Charge atau denda keterlambatan pada produk 

pembiayaan BSI Hasanah Card. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, yang diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat peran bank 

sebagai lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan 

financial intermediary sangat penting bagi masyarakat, maka 

perbankan sebagai lembaga yang profesional akan selalu 

memperhatikan kepentingan nasabahnya. 

 Diberlakukannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang perbankan tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya 

kesepakatan  rakyat dan bangsa indonesia untuk menerapkan Dual 

Banking System atau sistem perbankan ganda di Indonesia. Dual 

Banking System yang diterapkan di  Indonesia mempunyai harapan 

dapat memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan 

syariah tetap berjalan  secara konsisten dengan prinsip syariah. Seiring 

perkembangan zaman perbankan semakin mengalami kemajuan 

bahkan perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun saat ini 

                                                             
4DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: CV. Gaung 

Persada, 2006),  72. 
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sudah sangat pesat. Indonesia sendiri didukung dengan masyarakat 

yang mayoritas beragama islam. Sehingga bank syariah terus 

berupaya mengembangkan produk dan meningkatkan kualitasnya. 

 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, prinsip perbankan syariah memiliki 

tujuan yaitu agar dapat menghasilkan keuntungan dengan cara 

meminjamkan modal, menyimpan dana, dan membiayai kegiatan 

usaha. Kemudian dalam pelaksanaannya, perbankan syariah tidak 

berprinsip sama dengan perhitungan bunga dan perbankan syariah 

mempunyai prinsip hukum Islam.Produk yang ditawarkan bank 

syariah sangatlah  berbeda, dilihat dari produk produk yang 

ditawarkan bank syariah meliputi produk bagi hasil seperti 

mudharabah dan musyarakah, produk jual beli seperti murabahah, 

salam, dan ishtisna, produk titipan seperti wadiah dan deposito 

mudharabah, produk sewa seperti  al-ijarah kemudian produk jasa 

meliputi kafalah dan qardh. Hal ini menjadi titik pembeda antara bank 

konvesional dengan bank syariah. 

Umat Islam dalam kehidupan di era modern ini menghadapi 

tantangan yang cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti 

perkembangan global di bidang ekonomi dan tekhnologi yang 

menuntut untuk dapat melakukan transaksi yang secepat mungkin, 

sementara di sisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan 

yang ada dalam syariah. Dengan kata lain umat Islam harus mampu 

bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai 

syariah.
5
 Begitu juga dengan cara hutang piutang yang berkembang 

dengan bebagai macam caranya. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudahmanusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah 

satu bentuk dari hutang piutang saat ini adalah dapat dilihat dalam 

bentuk kartu kredit.
6
 

Pengertian kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh 

pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya 

untuk membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan 

                                                             
5Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 2007) ,7. 
6Halimah, “Denda Keterlambatan (Late Charge) Pada Kartu Kredit Syariah 

(StudiAnalisis Fatwa DSN MUI No:54/Dsnmui/X/2006 Tentang Syariah Card)”, 

(Skrispi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2010), 32. 
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tertentu secara hutang.
7
 Nasabah dapat menggunakan kartu kredit 

untuk melakukan transaksi keuangan seperti pembelanjaan atau 

penarikan tunai di ATM. Dalam hal ini kartu kredit memiliki batasan 

jumlah dana didalamnya yang ditentukan oleh pihak bank selaku 

penerbit. Semua jumlah dana didalam kartu kredit adalah tagihan yang 

harus dibayarkan oleh nasabah, dalam hal ini bank hanya melakukan 

pembayaran terlebih dahulu terhadap pembelanjaan atau keperluan  

yang dilakukan oleh nasabahnya, kemudian peminjam tersebut dapat 

membayarnya secara berangsur-angsur atau cicilan pada saat sebelum 

jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh bank. 

Adanya kartu kredit syariah akan sangat membantu dalam 

memberikan kemudahan bertransaksi dan juga sebagai inovasi 

perbankan syariah dalam kegiatan keuangan dan ekonomi modern. 

Kartu kredit pada dasarnya alat pembayaran berupa kartu yang juga 

dikenal dalam kegiatan perbankan konvensional. Perbedaan antara 

kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional yaitu terletak 

pada akad yang digunakan, dimana akad tersebut antara lain akad-

akad yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Namun dalam 

prosedur pengajuan dan penggunannya pada dasarnya hampir sama 

dengan kartu kredit pada bank konvensional. 

Ketentuan hukum kartu kredit merujuk pada Fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.54/DSN-

MUI/2006yang menyatakan bahwa hukum setiap kegiatan muamalat 

dasarnya adalah boleh sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah yang sudah jelas diatur larangannya. Artinya, kehadiran dan 

keberadaan kartu syariah adalah boleh sepanjang tidak ada hal-hal 

yang mengandung kegiatan yang dilarang atau diharamkan.
8
 Dasar 

hukum islam yang mengacu pada firman Allah (Q. S. Al-Baqarah(2) 

ayat 279-280). 

 

                                                             
7Abdullah Mushlih dan Shalah Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, 

(Jakarta: Darul Haq, 2004), 304. 
8Dewi Sukma Kristianti, “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif 

Masyarakat,” Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan ,  Vol. XIV, No. 2, 

(2014),:  288. 
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لَا تظُۡلاوُىىا   إى٩٧٩ِلَا تاظۡلوُِىىا وا ةٖٖۚ  وا سا سا ُۡ ًٰ ها ةٌ إلِا اظِسا ةٖ فاٌ اىا ذُو عُسۡسا كا

سٞ لَّكُنۡ إىِ كٌُتنُۡ تاعۡلاوُىىا  ُۡ قىُاْ خا دَّ أاى تاصا   ٩٨٢وا
 

“ ... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika 

(orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai 

dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 

itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah 

(2):279-280) 
Pemakaian kartu kredit dianggap lebih aman dibanding 

membawa uang kas, melihat maraknya tindak kriminal saat ini. Bank 

Syariah Indonesia telah mengeluarkan BSI HasanahCard sebagai 

kartu kredit yang mempunyai nama baru di bank Bank Syariah 

Indonesia hasil dari penggabungan (merger) dari perusahaan bank 

BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, Bank MandiriSyariah yang 

saat ini menjadi bank syariah tebesar di Indonesia dan menjadi solusi 

transaksi hijrah dan dapat digunakan masyarakat luas yang memang 

mencari solusi kartu kredit berbasis syariah. 

Head Of Card Bussiness Group BSI Rima Dwi Permatasari 

mengatakan adanya pandemi Covid-19 ada sedikit perubahan pola 

belanja masyarakat dari offline menjadi online. Saat ini ada lebih dari 

400 ribu pengguna kartu Hasanah yang menggunakan fitur Hasanah 

Card, ini terlihat perkembangan kartu kredit syariah mengalami 

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dia mengatakan perubahan 

ini berasal dari transaksi BSI Hasanah Card di e-commerce yang naik 

76% kemudian diikuti belanja komunikasi lebih dari 50%
9
, volume 

transaksi online produk halal melalui e-commerce sampai dengan 

oktober 2021 tercatat mencapai 123,63 juta transaksi meningkat 

57,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2020
10

. Adapun 

disituasi pandemi ini, transaksi Hasanah Carddi Healthtech meningkat 

sebesar 320% per juni 2021. 

                                                             
9Rahajeng KH, “Begini Perubahan  Pola Belanja Via Kartu Kredit Syariah”, 

CNBC Indonesia, 2021, http://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210513141544-29-

245361. 
10Ahmad Zaky Darmawan,  Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2021, 

(Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021),  31. 
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BSI Hasanah Card adalah adalah alat pembayaran dengan 

menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, 

termasuk kegiatan pembelanjaan atau penarikan tunai, dimana 

kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi dahulu oleh penerbit 

kartu, dan atas transaksi tersebut maka pemegang kartu berkewajiban 

melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati diakad, baik 

secara sekaligus maupun secara angsuran. BSI Hasanah Card ini 

berfungsi sebagai kartu kredit, namun pada BSI Hasanah Card ini 

tidak diberlakukan sistem bunga yang identik dengan riba, karena BSI 

Hasanah Card ini sangat mengedepankan hukum ekonomi islam yang 

dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan 

kompetitif tanpa perhitungan bunga, selain itu menggunakan 

mekanisme akad yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai 

dengan ketentuan syariah yaitu seperti (Kafalah, Qardh, 

danakadIjarah) selain itu biaya administrasi kartu kredit syariah 

umumnya lebih rendah dan denda tunggakan BSI Hasanah Card ini 

akan digunakan untuk dana sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Dalam penyaluran jasa keuangannya berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan nasabah yang dilakukan dimuka 

untuk melunasi tagihan/kewajibannya ditambah dengan ujrahatau 

imbalan sewa. 

Kartu ini hadir dengan tiga jenis yaitu, BSI Hasanah Card 

Classic, BSI Hasanah Card Gold,dan BSI Hasanah Card Platinum. 

BSI Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat. BSI 

Hasanah Card juga seperti kartu kredit konvensional pada umumnya 

sehingga diterima diseluruh tempat usahabertanda Master Card dan 

semua ATM yang bertanda cirrusdi seluruh dunia. Selain itu, dalam 

pemakaian BSI Hasanah Card ini tidak boleh melakukan 

pembelanjaan yang berlebihan dan pemborosan atau bersifat 

konsumtif.Bank Syariah Indonesia memiliki ketentuan untuk 

menyikapi masalah keterlambatan pembayaran.Dalam mekanisme 

kartu kredit pada umumnya BSI Hasanah Card apabila card holder 



 
 

7 

(peminjam) terlambat dalam melakukan pembayaran maka akan 

dikenakan denda keterlambatan (late charge).
11

 

Late Charge atau denda keterlambatan merupakan biaya 

tambahan yang diberikan oleh penerbit kartu kepada pemegang kartu 

dikarenakan keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya 

sebagai dana sosial.
12

Sangsi dapat berupa denda sejumlah uang yang 

besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 

ditandatangani. Dalam kartu kredit syariah juga berlaku ketentuan 

denda, jika pemegang kartu terlambat dalam membayar tagihannya 

maka ia akan dikenakan denda keterlambatan (late charge), sehingga 

denda atau late charge yang diterapkan dalam BSI Hasanah Card 

kepada peminjam yaitu denda berupa ta’widh (ganti rugi). 

Penggunaan denda keterlambatan (late charge) ini berdasarkan fatwa 

DSN MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card pada 

ketentuan keenam yaitu ketentuan tentang ta’widh dan denda yang 

berbunyi: 

“penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan 

pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial”. 

Bank Syariah Indonesia memberlakukan biaya denda 

keterlambatan berupa ta‟widh dengan tujuan memberikan hukuman 

efek jera kepada nasabah, agar tidak lalai dalam melakukan 

pembayaran dan tidak melakukan tunggakan, bagaimanapun 

resikonya tetap nasabah yang akan rugi karena semakin banyak 

jumlah jumlah yang harus dibayarkan. 

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa memberikan berbagai 

macam pembiayaan sesuai dengan prinsip islam, termasuk salah 

satunya produk BSI Hasanah Card yang merupakan satu kegiatan 

penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan multi 

akad (Kafalah, Qard, dan Ijarah). Pada PT. Bank Syariah Indonesia 

KCP Rajabasa menjadiakan produk BSI Hasanah Card sebagai salah 

satu produk elektronik yang dapat membantu memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai transaksi 

diberbagai  merchant, dan penarikan tunai. 

                                                             
11Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008),  289. 
12DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: CV. Gaung 

Persada, 2006), 10.  
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penentuan Late 

Charge Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card (Studi 

Kasus Pada Bank Syariah IndonesiaKCP Rajabasa)” 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada bagaimana 

pelaksanaan penentuan late charge pada produk pembiayaan BSI 

Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa. 

1. Pelaksanaan penentuan late charge (denda keterlambatan)  pada 

produk pembiayaan BSI Hasanah Card. 

2. Tinjauan ekonomi islam terhadap penentuan denda keterlambatan 

pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan penentuan denda keterlambatan 

(latecharge) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card di 

Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa? 

2. Bagaimana pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (late 

charge) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card dalam 

tinjauan prespektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuandenda keterlambatan 

(late charge) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Carddi 

Bank Syariah IndonesiaKCP Rajabasa. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan denda keterlambatan 

(late charge) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card dalam 

tinjauan prespektif ekonomi islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu: 

1. Bagi Peneliti: Sebagai sarana penambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih mendalam dibidan perbankan syariah 

mengenai denda keterlambatan bagi nasabah yang telat 
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membayar tagihan setelah jatuh tempo pada pembiayaan BSI 

Hasanah Card serta memberikan referensi baru bagi peneliti 

dalam mekanisme dan pandangan islam yang memberlakukan 

denda berupa ganti rugi. 

2. Bagi Praktisi: Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi industri perbankan syariah dalam 

menentukan langkah yang tepat untuk kesesuaian prinsip islam 

terhadap kartu kredit syariah. 

3. Bagi Akademisi: Sebagai sumber referensi dan sarana 

pembelajaran bagi pembaca dalam memahami produk BSI 

Hasanah Card 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

1. Jurnal oleh Dewi Sukma Kristianti, yang berjudul "Kartu Kredit 

Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat", penelitian ini 

mengemukakan tentang Ketentuan kartu kredit dan pengaruhnya 

pada perilaku konsumtif masyarakat,  khususnya masyarakat 

muslim dalam menggunakan kartu kredit untuk kemudahan 

berhutang dan menyebabkan pemborosan yang dilarang dalam 

konsep ekonomi syariah.
13

 

2. Jurnal oleh Nurwulandari. M  yang berjudul "Tinjauan Prinsip 

Syariah dalam Aplikasi iB Hasanah Card",  penelitian ini 

mengemukakan tentang mekanisme pengelolaan dana ta'widh 

atau denda keterlambatan, mengetahui operasional pelaksanaan 

dan penetapan biaya lainnya pada iB Hasanah Card serta sudut 

pandang dari pihak praktisi.
14

 

3. Jurnal oleh Akmalur Rijal,  yang berjudul "Pengetahuan 

Konsumen terhadap iB Hasanah Card BNI Syariah Cabang 

Surabaya", penelitian ini mengemukakan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumen untuk pengambilan keputusan 

dalam menetapkan produk iB Hasanah Card dan mengetahui 

                                                             
13Dewi Sukma Kristianti, “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif 

Masyarakat” Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, Vol.XIV, No. 2 

(2014),  287. 
14Nurwulandari. M, “Tinjauan Prinsip Syariah dalam Aplikasi iB Hasanah 

Card,” UIN Ar- Raniry, Vol 2, No. 1 (2018), 128. 
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pengetahuan calon konsumen terhadap iB Hasanah Card.
15

 

4. Jurnal oleh Achmad Boys Awaluddin Rifa'i yang berjudul  

"Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah terhadap Fatwa 

No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card pada produk iB 

Hasanah Card Bank BNI Syariah"  penelitian ini mengemukakan 

ada beberapa aspek operasional yang tidak sesuai dengan fatwa 

tersebut diantaranya ketidak sesuaian pada pengenaan biaya 

ta'widh,  keterbatasan iB Hasanah Card dalam membatasi 

transaksi non Syariah,  ketidak sesuaian pada pengenaan jumlah 

fee.
16

 

5. Jurnal oleh Fitri Anis Wardani, yang berjudul  “Kartu Kredit 

Syariah dalam Tinjauan Islam”, penelitian ini mengemukakan 

bahwa keterlibatan banyaknya pihak dalam penggunaan kartu 

kredit menimbulkan ketidak sesuaian penerapan denda atas 

pembayaran kartu kredit terhadap fatwa No. 54/DSN-

MUI/X/2006  mengenai syariah card.
17

 

 

H. Metode Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan yaitu untuk memperoleh 

data yang telah teruji kebenaran dan keabsahannya berdasarkan 

ilmiah, untuk menemukan metode ilmiah dibutuhkan metode 

pendekatan rasional dan metode empiris. Rasionalisme sendiri ialah 

metode yang memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan 

empirisme merupakan kerangka pengujian atau pembuktian untuk 

memastikan kebenaran.
18

 

Dalam penelitian ini, penuis menggunakan metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data, antara lain: 

 

                                                             
15Rijal A, “Pengetahuan Konsumen Terhadap iB Hasanah Card Bank BNI 

Syariah cabang Surabaya,”  ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah,Vol.1 No. 1 

(2018),  117. 
16Achmad Boys Awaluddin Rifa‟i, “Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah 

terhadap Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card pada produk iB 
Hasanah Card Bank Bank Syariah Indonesia," Al- Infaq : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 

9. No.1 (2018),  64. 
17Fitri Anis Wardani, “Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam”, Vol. 1, 

No.2 (2016), 33. 
18Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Method, (Bandung: 

Alfabeta 2013), 11. 
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1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan langkah- 

langkah yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku 

yang diamati dan tulisan atau ucapan dari subyek itu sendiri. 

Pengambilan data-data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di Bank 

Syariah IndonesiaKCP Rajabasa. 

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 

mempaparkan, mencatat, menganalisis kondisi yang terjadi.
19

 

Artinya menjelaskan mengenai pelaksanaan penentuan late 

charge pada produk  pembiayaan BSI Hasanah Carddilihat 

dari ketentuan dari Fatwa DSN MUI No.54/DSN-

MUI/X/2006 tentang Syariah Card dan Fatwa DSN MUI 

No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh serta Peraturan 

Bank Indonesia Nomor.7/46/PBI/2005 tentang Akad 

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 

2. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini akan menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

  Data yang diperoleh langsung dari objek yang 

diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. 

Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personal yang 

diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.
20

Dalam 

penelitian ini data yang diperoleh dengan melakukan 

wawancara dan observasi yang dilakukan pada narasumber 

yaitu di Bank Syariah KCP Rajabasa 

 

                                                             
19Moh.Papundu Tika, Metode Riset Bisnis,(Jakarta:  PT Bumi Aksara, 2006), 

226 
20Ibid, 57. 
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b. Data Sekunder 

  Data sekunder (data tidak langsung adalah hasil 

penelitian baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan 

bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang 

dimaksut sumber data dalam penelitian kualitatif adalah 

subjek dari mana data tesebut dapat yang diperoleh, lewat 

dokumentasi, dan catatan catatan yang berkaitan dengan objek 

penelitian, misalnya buku, artikel, dan karya ilmiyah 

lainnya.
21

 Untuk mendukung penelitian ini penulis 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari brosur dan 

formulir pembukaan produk BSI Hasanah Card, buku 

petunjuk layanan BSI Hasanah Card dan jurnal atau artikel 

yang relavan sehingga memungkinkan untuk mendukung 

keberhasilan penelitian ini. 

3. Metode Pengumulan Data 

a. Metode Observasi atau Pengamatan 

Observasi adalah pengamaatan atau pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
20

 Pada observasi ini, peneliti mengamati secara 

langsung objek yang akan diteliti atau observasi yang 

digunakan dalam metode ini adalah non-partisipan yaitu 

pengamatan yang dilakukan seorang peneliti, tanpa berprilaku 

seperti orang atau objek yangditeliti. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara atau interview yaitu proses tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-

informasi yang diberikan.  Di sini peneliti mengadakan 

wawancara kepada Branch Manager, Sales Officer, Assistent 

Sales Bank Syariah Indonesia mengenai bagaimana 

pelaksanaan penentuan late charge produk  pembiayaan BSI 

Hasanah Card. 

 

 

                                                             
21Suhari Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (edisi Revisi V, 

Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkip dan 

buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.Penulis 

menggunakan metode iniuntuk mendapatkan data-data 

yang bersumber pada dokumentasi tertulis yang sesuai 

dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk 

mencari data-data yang lebih efektif dankonkret. 

4. Metode Pengolahan Data 

Data-data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka 

langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses 

sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. EditingData 

Editing data adalah penelitian kembali data yang telah 

dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan 

tersebut cukup baik, relevan untuk diproses atau diolah lebih 

lanjut.
22

 

b. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau 

tandayang menyatukan jenis sumber data, pemegang hak 

cipta, atau urutan rumusanmasalah. 

c. Dalam hal ini adalah data dikelompokan secara sistematis 

yaitu yang sudah diedit dan diberi tanda menurut 

klasifikasi dan urutan masalah.
23

 

5. Metode Analisis Data 

Menurut Mudjiaraharjo, analisis data adalah sebuah kegiatan 

untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode 

atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu 

temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin 

dijawab.Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari 

hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi langkah-langkah 

yang dilakukan, yaitu:
24

 

                                                             
22Moh. Prabundu Tika, Metodologi Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

75. 
23Suharsini, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 126 
24Neuman, W.Lawrence. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif 

dan Kuantitatif. Eds.7. Penerjemah: Edina T. Sofia. (Jakarta: PT. Indeks. 2013), 14-15 
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a. Peneliti memulai menyatukan semua data yang telah 

dikumpulkan. 

b. Membaca atau memahami data secara keseluruhan dan 

membuat catatan mengenai data yang dianggap penting 

kemudian melakukan pengkodean data 

c. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan 

oleh responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap 

pernyataan yang tidak relevan dengan topic dan pertanyaan 

maupun pernyataan yang bersifat relitive atau tumpang tindih 

d. Reduksi data (data Reduction), memilah, memusatkan, dan 

menyederhanakan data yang diperoleh dari penelitian yang 

masih mentah yang muncul dari catatan-catatan 

tertulisdilapangan. 

e. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun 

informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dandipahami. 

Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan 

tinjauanulang di lapangan  untuk menguji kebenaran dan 

validitas makna yang muncul disana.Hasil yang diperoleh 

diinterpretasikan, kemudian disajikan secara naratif. 

f. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. 

Kesimpulan dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten.
25

 

 

I. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian kualitatif lapangan 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relavan, sistematika penulisan. 

 

                                                                                                                                   
 
25Wiratna Sujarweni, Metode Penen (Yogyakarta:Pustakabarupress, 2014), 34. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang 

digunakan sebagai acuan perbandingan untuk masalah yang 

diteliti, meliputi denda keterlambatan, ta‟widh, BSI Hasanah 

Card. 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum 

dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini berisi tentang 

gambaran umum tentang Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa 

dan deskripsi data penelitian. 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa. Dalam bab 

ini berisi tentang analisis pelaksanaan penentuan denda 

keterlambatan (late Charge) pada produk pembiayaan BSI 

Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa serta 

pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (late charge) pada 

produk pembiayaan BSI Hasanah Card dalam tinjauan prespektif 

ekonomi islam. 

 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian 

serta menjawab masalah-masalah yang ada. Selain itu juga berisi 

saran-saran yang diajukan kepada berbagai pihak dan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Denda dalam Prespektif Islam 

1. Pengertian 

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah 

gharamah. Secara bahasa gharamah berarti denda. Sedangkan 

dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti pertama hukuman 

yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, oleh 

hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta 

rupiah, kedua uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman 

(karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya) lebih 

baik membayar.
26

 

Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat 

keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui 

seluruhnya sebagai dana sosial.Denda ini dimaksudkan sebagai 

sanksi atauhukuman bagi pemegang kartu yang terlambat 

membayar tagihan. Sanksididasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu 

bertujuan agar nasabah lebih disiplindalam melaksanakan 

kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uangyang 

besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 

ditandatangani.
27

 

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. 

Ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. 

Ta’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man’u, yang artinya 

menolak dan mencegah.
28 At-ta’zir adalah larangan, pencegahan, 

menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang 

tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib 

dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk 

hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah 

                                                             
26W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka, 

2006), 279. 
27DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Cet III, 

Ciputat: CV Gaung Persada, 2006), 99. 
28Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005),  12. 
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SWT maupun hak pribadi.
29

 Sedangkan pengertian ta’zir menurut 

istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu 

hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum belum 

ditentukan hukumannya oleh syara. Sedangkan Unais dan kawan-

kawan memberikan definisi ta’zir menurut syara‟ adalah 

hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syari.30 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah 

bahwa ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-

jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara‟. Dari 

definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir terdiri 

atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman 

had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari jarimah 

ta’zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat 

adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan 

perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan 

contoh meninggalkankewajiban seperti menolak membayar 

zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang 

padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan 

titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain 

sebagainya. 

Dalam ta’zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan 

ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan 

untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan 

dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum 

dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta 

orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman 

itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan 

danlain-lain.
31

 

Ta’zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara‟) 

adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan 

memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan 

                                                             
29Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru  Van 

Hoeve, 2003), 177. 
30Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, , (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005).,  249. 
31Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: 

PT.Rineka Cipta),  14. 
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ta’zir dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang 

(denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan ta’zir dengan 

memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang 

membolehkan. Sedangkan Imam Syafi‟i dan ulama pengikut 

Imam Syafi‟i tidak ada satupun yang membolehkan memungut 

denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu „Alan bahwa pendapat 

yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan 

pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan 

Khalifah Umar terhadap rumah Sa‟ad, ketika ia laribersembunyi 

dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap 

rumah-rumah penjual minuman keras.
32

 

Dalam fiqih jinayah hukuman diyat adalah denda. Diyat 

yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan 

tidak sengaja (khatha’) atau atas pembunuhan yang serupa 

sengaja (syabah amad) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang 

memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan 

sebagainya.
33

Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman 

denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu 

anggota badan.
34

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah 

sebagai ta’zir bukan diyat, karena denda keterlambatan 

pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai 

atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar 

hukuman ta’zir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati 

danjilid (dera). 

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, 

seperti hukuman penjara danpengasingan. 

c. Hukuman ta‟zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, 

penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. 

d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan olehulil amridemi 

                                                             
32Djamaludin Miri, Ahkamul Fuqaha, Surabaya, (Jawa Timur: LTN NU, 

2004), 36. 
33Moh Kasim Bakri, Hukum Pidana dalam Islam, (Semarang: Ramadhani, 

1958),  12. 
34Ibid.,  43. 
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kemaslahatanumum.
35

 

 Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang 

ketiga yaitu hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta. Para 

ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta’zir 

dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman 

ta’zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat 

ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi 

muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya 

apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh 

Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan Imam Ahmad Ibn 

Hanbal.
36

Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari 

hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama 

berbeda pendapat mengenai denda uang. 

2. Syarat Penggunaan Hukuman Denda 

    Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau 

hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat 

diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan 

seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam KHES 

(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 36, yang 

menyebutkan bahwa Pihak dapat dianggap melakukan ingkar 

janji, apabila karena kesalahannya sebagai berikut: 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untukmelakukannya. 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana dijanjikan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapiterlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

 Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan 

dalam KHES Pasal 38,yaituPihak dalam akad yang melakukan 

ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut: 

a. Membayar gantirugi 

b. Pembatalan akad 

                                                             
35Ahmad Wardi Muslich,Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),  

258. 
36Ibid, 265-267. 



 
 

21 

c. Peralihan resiko 

d. Denda atauMembayar biaya perkara.
37

 

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian 

fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, 

mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, 

yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya 

sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, 

hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi 

baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.
38

Seorang hakim 

boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana 

ta’zir, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah 

yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, 

dalam jarimah ta’zir seorang hakim harus senantiasa berupaya 

agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan 

(paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana 

yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, 

seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, 

serta seluruhlingkunganyang mengitarinya, sehingga dengan 

tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim 

menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat 

mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara‟, maka boleh 

dilaksanakan.
39

 

3. Hal-hal yang Bisa dijatuhi Denda 

Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam 

menghukum sebagian tindak pidana ta’zir dengan denda. 

Contohnya adalah sebagaiberikut: 

a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi 

hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yangdicuri. 

b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang 

hilang adalah denda dua kali lipat darinilainya. 

                                                             
37Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah,  (Bandung: 

Fokusmedia, 2008),  22-23. 
38Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil 

Wad’iy, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma 

ilmu, 2008), 101-102 
39Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru  

Van Hoeve, 2003),1175-1176. 
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c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah 

dengan mengambil secara paksa setengahkekayaannya. 

d. Fuqaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa 

hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-

tindak pidana ringan.
40

 

 

B. Ta’widh 

1. Pengertian Ta’widh 

Kata al-ta’widh berasal dari kata Iwadha, yang artinya 

ganti atau konpensasi. Al-ta’widh secara bahasa berarti 

mengganti (rugi) atau memebayar konpensasi, adapun menurut 

istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. 

Ta’widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak tarjamin 

dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
41

Adapun 

ketentuan umum mengenai ta’widh adalah sebagai berikut:
42

 

Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak 

yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu 

yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulakan 

kerugian pada pihak lain. 

a. Kerugian yang dapat dikenkaan ta’widh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat 

diperhitungkan denganjelas. 

b. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah 

biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka perhitungan 

hak yang seharusnya dibayarkan anggaran ataukekeliruan.
43

 

c. Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai 

kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan 

bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadikarena adanya 

peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshahal-dha-

                                                             
40Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 

2008), 101-102. 
41Ahmad Ilham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2010),  635. 
42Khotibul Umam, Perbankan Syariah:Dasar-dasar dan Dinamika 

Perkembangannya, cet.I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), .224-225 
43Wahhab al-Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman, (Damsyiq: Darul-Fikr, 1998), 87. 
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i’ah). 

d. Ganti (rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi 

(aqad) yang menimbulakn utang piutang(dain). 

Ketentuan khusus tentang ganti rugi (ta‟widh) yang diatur 

dalam fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni sebagai 

berikut: 

a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui 

sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yangmenerimanya. 

b. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil 

dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan 

parapihak 

c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalamakad 

d. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara 

dan biaya lainnya yang timbul akibat proses 

penyelesaianperkara.
44

 

Biaya ta’widh pada BSI Hasanah Card ditentukan 

berdasarkan jumlah hari, karena dalam melakukan penagihan 

Bank Syariah Indonesia bekerjasama dengan agency. Karena 

semakin lama nasabah menunggak, maka semakin sulit nasabah 

tersebut ditagih. Dalam hal ini penagihan biaya ta’widh 

berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dan dapat 

dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Karena semakin lama 

nasabah menunggak maka biaya yang dibutuhkan untuk 

melakukan penagihan juga berbeda.
45

 

 

2. Landasan Hukum Ta’widh 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), dasar 

hukum pengenaan ta’widh pada BSI Hasanah Card antara lain: 

a. Q. S. Al-Maidah (5) ayat 1  

ُّهاا َٰٓأاَ اْ أاوۡفىُاْ بِ  لَّرَِيا ٱَاٰ ٌىَُٰٓ اها   ١ لۡعُقىُدِٖۚ ٲءا

                                                             
44Fatwa DSN-MUI, Lembaga Keungan Syariah, (Jakarta: DSN-MUI,2005) , 

225. 
45Sjahdeini, S.R.,Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 

460. 
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” 

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai 

umat muslim diwajibkan untuk memenuhi segala sesuatu yang 

telah kita janjikan atau sepakati. 

b. Q. S. Al-Baqarah (2) ayat (279) 

 

ًىُاْ  فاإىِ لىُاْ فاأۡذا يا لَّنۡ تافۡعا سۡبٖ هِّ ِ ٱبحِا سُىلهِِ  للَّّ زا إىِ تبُۡتنُۡ   ۦ وا وا

لَا تظُۡلاوُىىا  لكُِنۡ لَا تاظۡلوُِىىا وا  ٩٧٩فالاكُنۡ زُءُوسُ أاهۡىاٰ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah 

dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) 

dianiaya.”(Q.S Al-Baqarah ayat 279). 

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita jangan 

menyakiti orang lain (membebani), dan apabila ada orang yang 

masih berhutang kepada kamu maka janganlah persulit, beri dia 

waktu lebih untuk memenuhi hutangnya kepada kamu. Dan 

jikalau kamu mengetahui, bahwasanya sedehkahkanlah sedikit 

atau semua  utang itu lebih baik bagimu karna kamu telah 

menolong sesamakamu. Maksudnya, jangan beri dia beban 

kecuali kalo memang ada kerugian riil yang diterima akibatnya. 

Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari „Amr bin„Auf: 

 

لْحُ جَائزٌِ بَ يَْْ الْمُسْلِمِيَْ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالاً أوَْ أَحَلَّ حَراَمًاوَالْمُسْلِمُونَ  الَصُّ
 عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أوَْ أَحَلَّحَراَمًا

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan 

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi). 
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3. Pendapat Para Ulama Mengenai Ta’widh 

Dalam hal ini ada beberapa Ulama menyampaikan 

pernyatan mengenai ta’widh atau ganti rugi secara Islam, sebagai 

berikut : 

a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al Mughni, bahwa penundaan 

pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan 

karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan:
46

 

“Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan 

perjalanan,atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud 

melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita 

perhatikan sebagai berikut. Apabilajatuh tempo utang 

ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan 

misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih 

dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada 

bulan Muharram atau Dzulhijjah maka kreditur boleh 

melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia 

(kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat 

keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. 

Akan tetapi, apabila debitur menunjuk  penjamin atau 

menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya 

pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan 

tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur 

dapatdihindarkan.” 

b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:  

“Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang 

terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”.
47

Ketentuan 

umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: 

1) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), 

seperti memperbaikidinding. 

2) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali 

seperti semula selama dimungkinkan, seperti 

mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh 

kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib 

                                                             
46Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, al 

Mughni  LibniQudamah, (Riyadh:Maktabah Riyadh al Haditsah), 503. 
47Wahbah Zuhaily, Nazariyah al- Dhaman, (Damsyiq:Daar al fikr, 1998),  87. 
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menggantinya denganbenda yang sama (sejenis) atau 

denganuang. Sementara itu, hilangnya keuntungan dan 

terjadinya kerugian  yang belum pasti di masa akan 

datang atau kerugian materil, maka menurut ketentuan 

hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan 

ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta 

yang ada dan konkret serta berharga (diijinkan syariat 

untuk memanfaatkannya”.
48

 

c. Pendapat Abd al-Hamid Mahmud al-Ba‟li: 

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang 

yang mampudidasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil 

akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan 

akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”
49

 

Pendapat ulama yang membolehkan ta’widh sebagaimana 

dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi:“Kerugian harus 

dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu 

tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan  

sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda 

pembayaran tidak akan memberikan manfaaat bagi kreditur 

yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan 

ghashab karena itu, seyogyanya stastus hukumnyapun sama, 

yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat 

benda yang di-ghasab selama masa ghashab, menurut 

mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga 

(nilai) barang tersebut bila rusak.” 

 

4. Ketentuan Umum dan Khusus Ta’widh 

Hal ini mengingatkan secara tradisional, setiap bentuk  

penambahan apa pun terhadap pokok pembiayaan merupakan 

bentuk - bentuk riba. Namun, PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang 

Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu 

berkenaan dengan pengaturan ganti kerugian (ta’widh) dalam 

                                                             
48Ibid., 96. 
49Abd al-Hamid Mahmud al-Ba‟li, Mafaahim Asaasiyyah fi al-Bunuaku al-

Islamiyah,( al Qahirah: al-Ma‟had al-„Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996), 115. 
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pembiayaan dimaksud memberi kemungkinan pengenaan ganti 

kerugian dalam hal dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut.
50

 

a. Ketentuan Umum 

1) Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas spihak 

yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan 

sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan 

menimbulkan kerugian pada pihaklain. 

2) Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat 

diperhitungkan denganjelas. 

3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-

biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak 

yg seharusnyadibayarkan. 

4) Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai 

kerugian riil (realloss) yang pasti dialami (fixed cost ) 

dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang 

diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya 

peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshahal-

dhaa-i’ah). 

5) Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada 

transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), 

seperti salam, istishna‟ serta murabahah danijarah.
51

 

b. Ketentuan Khusus 

1) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai 

pendapatan bank adalah sesesuai dengan nilai kerugian 

(real loss) yang berkaitan dengan upaya bank untuk 

memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan 

kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial loss) 

karena adanya peluang yang hilang  (opportunity loss/al-

fursahal-dha’iah). 

 

 

                                                             
50Adrian Sutedi, S.H., M.H., Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi 

Hukum,(Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), 64. 
51Kamil dan Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2007), 825. 
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2) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara 

jelas dalam akad dan dipahami olehnasabah.
52

 

3) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan 

kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung 

kesepakatan para pihak. 

4) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan 

dalamakad. 

5) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya 

perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses 

penyelesaian perkara.
53

 

5. Nasabah yang Dikenakan Ta’widh 

Dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah  Nasional 

No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), 

pengenaan ta’widh (ganti rugi) hanya boleh dibebankan kepada 

pihak yang sengaja lalai dalam melakukan sesuatu yang 

melanggar ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak 

lain atau disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu 

keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya dalam 

pemenuhan prestasi oleh debitur seperti yang telah disepakati  

dalam perjanjian. 

Berdasarkan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas 

Nasabah Yang Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran 

disebutkan bahwa: 

a. Pengenaan sanksi ini dikenakan oleh lembaga keuangan 

syariah kepada nasabah yang mampu membayar namun 

dengan sengaja menunda-nunda pembayaran. 

b. Sanksi ini tidak boleh dikenakan kepada nasabah yang 

tidak/belum mampu membayar yang disebabkan force 

majeur. 

                                                             
52Bank Indonesia (BI), PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan 

dan PenyaluranDana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah,( Jakarta: BI,2005),bab.3,pasal 19, 22. 
53Kamil dan Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi 

Syariah (Jakarta: Kencana, 2007), 826. 
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c. Bagi nasabah yang tidak memiliki kemauan dan itikad baik 

untuk membayar utangnya atau nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran boleh dikenakansanksi. 

d. Sanksi dibuat bertujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah 

dalam memenuhikewajibannya. 

e. Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda dalam bentuk 

sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat 

akadditandatangani. 

f. Dana yang berasal dari denda ditujukan sebagai danasosial. 

 

C. Kartu Kredit Syariah 

1. Pengertian 

Kartu kredit (Credit card) adalah jenis kartu yang dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang 

atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya dapat dilakukan 

sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. 

Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah 

bunga bulanan. Tagihan pada bulan lalu termasuk bunga (retail 

interest) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya.
54

 

Kartu kredit (Inggris; credit card, Arab; bithaqah i’timan) 

yang dalam Islamic finance dikenalkan istilah Islamic card atau 

syariah card di dunia yang menuju less cash society pada 

hakikatnya merupakan salah satu instrument dalam system 

pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang 

tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa 

uang tunai yang berisiko. 

Terminologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan 

praktisi perbankan mengenai kartu perbankan adalah bithaqah al-

I’timaniyah. Istilah ini sering dipakai, baik dalam bahasan ilmiah 

maupun iklan perbankan. Menurut para ekonom dan praktisi 

perbankan kata tersebut merupakan terjemahan bahasa Arab dari 

bahasa Inggris credit cards.55 

Sementara Undang-undang Inggris mengenai kartu kredit 

                                                             
54 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), 208. 
55 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Baking Cards Syariah (Kartu Kredit 

Dan Debit Dalam Persif Fiqih), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1 



 
 

30 

dituangkan pada consumer crpektedit act yang dikeluarkan tahun 

1979. Di Undang- undang ini kata kredit dipakai khusus untuk 

pemberian uang tunai, tetapi bukan dalam pemberian nilai dari 

barang (barang secara kredit). Begitu juga tampak arti kredit 

dalam Pasal 9 Perundangan tersebut, “kata kredit ini berarti 

pinjaman dalam bentuk uang tunai, dan dalam bentuk transaksi 

keuangan apapun”.56 

 

2. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah 

Berdasarkan Fatwa Dewan Nasional (DSN) No. 54/DSN- 

MUI/X/2006 tentang Syariah Card, landasan hukum penerbitan 

kartu kredit syariah antara lain: 

a. (Q. S. Al- hadid (57), ayat 11) 

 

ا  هَّي ا ٱَقُۡسِضُ  لَّرٌِٱذا عِفاهُ  للَّّ ضُاٰ ا فاُ ٌٗ سا لاهُ  ۥلاهُ  ۥقاسۡضًا حا أاجۡسٞ  ۥَٰٓ وا

سَِنٞ    ١١كا
 

 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 

yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 

pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala 

yang banyak” 

 

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah 

kita diseru untuk “meminjamkan kapada Allah”, artinya 

untuk membelanjakan harta dijalan Allah. 

 Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga 

diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, 

sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil 

society).57 

 

 

                                                             
56 Ibid,  3. 
57 Muhammad Syafi‟i Antonio, “Bank Syariah dari Teori Praktik”, (Jakarta : 

Gema Insani, 2011), 132. 
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b.  (Q. S. Al-Maidah (5) ayat 1) 

ُّهاا َٰٓأاَ اْ أاوۡفىُاْ بِ  لَّرَِيا ٱَاٰ ٌىَُٰٓ اها   ١ لۡعُقىُدِٖۚ ٲءا
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad.”(Q. S. Al-Maidah (5) ayat 1) 

 

3. Akad pada Kartu Kredit Syariah 

a. Kafalah 

Kafalah merupakan pemberian jaminan yang diberikan 

oleh penanggung (pemberi jaminan) kepada pihak lain yang 

ditanggung dalam rangka pemenuhan kewajiban pihak yang 

diberi jaminan. Dalam penerapan akad kafalah bahwa seorang 

debitur diberikan jaminan oleh seseorang yang memberikan 

penjaminan atas utang yang diberikan oleh kreditor, dimana 

utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor akan 

dijamin oleh pihak penjamin untuk melunasinya apabila 

debitur wanprestasi. Pihak yang menjadi penjamin disebut 

kafil dan pihak yang diberi jaminan disebut makful. Pada bank 

syariah, akad kafalah ditawarkan kepada nasabah untuk 

melakukan pekerjaan atas perintah pemberi kerja dengan cara 

mengajukan garansi kepada bank. Biasanya penerima kerja 

akan diberikan persyaratan oleh pemberi kerja dalam rangka 

penjaminan pekerjaan. Sehingga pemberi kerja akan merasa 

terjamin atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan. Akad 

kafalah dalam garansi bank (bank guarantee) berupa, syariah 

card (kartu kredit), pembukaan L/C Import, endorsment, dan 

lain-lain.
58

 

Dalam akad Kafalah untuk kartu kredit syariah yakni 

penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi 

pemegang kartu/nasabah terhadap merchant atas semua 

kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara 

pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai 

                                                             
58Ismail, M. B. A., Perbankan Syariah. (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group.2011) , 207. 
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dari selain bank atau atm bank penerbit kartu. atas pemberian 

kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah). 

b. Qardh  

Yakni akad pinjaman (penyaluran dana) yang 

diserahkan pihak Bank terhadap nasabah dengan ketetapan 

nasabah harus mengembalikan dana yang diserhkan oleh Bank 

dalam wujud pinjaman dalam waktu yang sudah disepakati 

antara nasabah dan Pihak Bank Syariah. Sedangkan menurut 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 

tentang Al-Qardh, perjanjian qardh merupakan perjanjian 

pinjaman. Dalam perjanjian ini, pihak pemberi pinjaman 

(kreditur) memberikan pinjaman kepada peminjam (debitur) 

dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman 

berdasarkan waktu yang telah disepakati diawal dengan 

jumlah yang sama ketika peminjaman tersebut. 

Pada perbankan syariah, bank sebagai pemberi 

pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa 

nasabah akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu 

yang telah disepakati dengan jumlah yang sama pinjaman 

yang diterima. Maksudnya, nasabah tidak perlu membayarkan 

tambahan atas pinjamannya. Akad qardh pada perbankan 

syariah diberikan dalam bentuk akad qardhun hasan. Dalam 

hal ini, bank syariah selaku pemberi pinjaman tidak 

mengalami kerugian karena tujuan dari akad ini adalah untuk 

sosial, meskipun hasil yang diperoleh dari akad ini tidak ada.
59

 

Dalam kartu kredit syariah (syariah card), Penerbit 

Kartu dalam hal ini pihak Bank sebagai yang memberikan 

pinjaman (muqridh) terhadap nasabah (muqtaridh) melewati 

penarikan tunai yang dilaksanakan oleh nasabah atau 

pemegang kartu dari bank atau ATM bank PenerbitKartu. 

 

                                                             
59Ismail, M. B. A., Perbankan Syariah. (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group.2011) , 218-219. 
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c. Ijarah 

Akad ini adalah akad yang memindahkan hak guna atau 

manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan 

pembayaran sewa (Ujrah) tanpa disertai dengan 

memindahkan hal pemilik produk tersebut. Dapat juga 

dikatakan bahwa ijarah merupakan layanan sewa menyewa 

Menurut Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 dan 

Bank Indonesia No. 9/183/DPbs/2007, penerbit kartu adalah 

penyedia jasa atas sistem pembayaran dan pelayanan terhadap 

pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan 

membership fee.60
 

Ijarah diruang lingkupkartu kredit syariah (syariah card), 

yang menerbitkan sebagai penyedia jasa proses pembayaran 

dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Karena adanya 

layanan ini maka yang memegang kartu mendapatkan 

membership fee atau iuran keanggotaan. Sedangkan akad 

ijarah merupakan dana. 

 

4. Pihak – Pihak yang Terlibat 

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu 

plastk melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. 

Masing – masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik 

mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat 

ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu kredit 

itu sendiri
61

 

Pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Penerbit (issuer) merupakan pihak atau lembaga yang 

mengeluarkan danmengelola suatu kartu. Penerbit dapat 

berupa bank, lembaga keuangan, dan perusahaan non 

lembaga keuangan yang mendapatkan izin dari departemen 

keuangan. 

                                                             
60Sjahdeini, S.R.,Perbankan Syariah. (Jakarta: Prenadamedia Group.2014),  

264. 
61 Kasmir, Manajemen Perbankan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

2011), 319. 
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b. Acquirer adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu 

plastik, terutama dalam hal penagihan dan pembayaran 

anatara pihak issuer dan pihak mechant. 

c. Pemegang kartu (card holder) adalah terdiri atas 

perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan 

yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai 

anggota yang berhak menggunakan kartu sesuai dengan 

kegunaannya. Pemegang kartu bertanggung jawab atas risiko 

atau kewajiban yang ditimbulkan dari penggunaan kartu. 

d. Merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan 

kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. Merchant dapat 

berupa pedagang, toko, hotel, restoran, travel biro dan 

lainnya, yang sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan 

issuer dan atau acquire. 

5. Mekanisme Kartu Kredit Syariah 
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Gambar 2.1 

Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit Syariah 

Sumber: Kasmir (2001:305). 
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Sistem kerja syariah card adalah dengan melibatkan pihak-

pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan 

pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan dan pihak 

pedagang (merchant). Sistem kerja syariah card, dimulai dari 

permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan sampai 

dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nasabah (customer) mengajukan permohonan sebagai 

pemegang kartu (card holder)dengan Memenuhi segala 

persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank 

syariah(credit center). Pada tahap ini terjadi wa'ad (janji) dari 

bank syariah kepada nasabahuntuk memberikan pembiayaan, 

sehingga akad yang dilakukan adalah jual beli 

b. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu 

apabila 'disetujui' setelahmelalui penelitian terhadap 

kredibilitas dan capabilitas calon nasabah, terjadilah akadjual 

beli. 

c. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat 

melakukan transaksipembelanjaan barang atau jasa di 

tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian denganbank 

dengan menunjukkan Islamic card tersebut sebagai bukti 

transaksi. Pada tahapini nasabah bertindak sebagai wakalah 

dari bank untuk menggunakan Islamic card dalam transaksi 

pembelian barang. 

d. Bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada 

nasabah pemegang. Dari penjualan cicilan inilah bank 

syariah mendapatkan ribhi atau sejumlah margin. 

e. Pihak pedagang (merchant) akan menagih ke bank atau 

lembaga pembiayaanberdasarkan bukti transaksi dengan 

nasabah pemegang kartu. 

f. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali 

kepada pedagang sesuaidengan perjanjian yang telah 

disepakati termasuk fee dan biaya-biaya lainnya. 

g. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada 

pemegang kartu bersarkan buktipembelian sampai pada batas 

tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. 
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h. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang 

tertera dimana di dalamnyasudah termasuh ribhi, sampai 

pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabilaterjadi 

keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan denda 

sejumlah tertentusesuai kesepakatan dalam akad.
62
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